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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

0543b/U/1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab 

yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab 

yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam 

Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis 

besar pedoman tranliterasi itu sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapatdilihat pada halaman berikut : 

Huruf  
Arab Nama Huruf latin Keterangan 

ا  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 S|a S| Es (dengan titik diatas) ث
 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik ح
dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ataudiftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

اَ  Fathah A A 

اِ  Kasrah I I 

اُ  Dhammah U U 
 
 
 
 

 Syin Sy Es dan ye ش
 S}ad S} Es (dengan titik di bawah) ص
 D}ad D} De (dengan titik di bawah) ض
 T}a T} Te (dengan titik di bawah) ط
 Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) ظ
 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qof Q Qi ق
 Kaf   K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
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3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk  ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

(t). sedangkan ta marbutah yang nati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  

رَوْضَةُ 

 الأطَْْفَالِ

: Raudhah al-athfal 

الْمَدِيْنَةُ 

 الْفَضِيْلَةُ

: Al-madi>nah al-fadhi>lah 

 Al-hikmah : الحِكْمَةُ

4. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

رَبَّنَا  : Rabbana> 

 <Najjaina : نَجَّيْنَا

 Al-hajj : اَلْحَجُّ

 aduwwun‘ : عَدُوٌّ

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah  kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ّىِي),  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah  ( i>).  
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Contoh: 

 ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : عَلِيٌّ

 arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : عرََبِيٌّ

 

 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  huruf (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسُ

 Al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّلْزَلَةُ

 Al-falsafah : الفَلسَْفَةُ

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya  berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contohnya: 

 

 Ta’muru>na : تَأْمُرُوْنَ

 ’Al-nau : النَّوْءُ

 Syai’un : شَيْءٌ

 Umirtu : أُمِرْتُ
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mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11” 
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ABSTRAK 

Arzaq, Moh.Maftuhul. 2023. Agumentasi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan 
Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Takut Zina (Studi PA 
Kajen). Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H 

Kata kunci: Argumentasi Hukum dan Dispensasi 

Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 mengatur batas usia 
menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam pasal 7 
ayat 2 jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat orang tua 
dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang 
mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Di pengadilan 
agama kajen terdapat banyak permohonon alasan dalam mengajukan dispensasi 
nikah salah satunya dengan dalil hubungan keduanya sudah sedemikan dekat 
sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama (takut zina). 

Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif 
mengkaji peraturan undang-undang yang berlaku dengan permaslahan hukum, 
dengan mengunakan pendekatan kasus, konseptual, perundang-undangan. 

Penelitian ini menganalisis permohonan dispensasi nikah yang diajukan 
oleh para Pemohon di Pengadilan Agama kajen, hakim melakukan analisis 
berdasarkan penafsiran hukum teleologis, sistematis, substantif, dan historis. 
Permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang belum 
mencapai usia 19 tahun dengan calon suami mendapat perhatian karena 
kekhawatiran keluarga akan adanya pelanggaran norma agama. Hakim 
mempertimbangkan urgensi perkawinan demi menjaga keturunan yang 
berkualitas dan tujuan syariat Islam. 

Hakim menyimpulkan bahwa usia kawin 19 tahun bukanlah ketentuan 
prinsip, tetapi tuntunan penyempurnaan yang bersifat ijtihadiy. Oleh karena itu, 
hakim memberikan dispensasi nikah sebagai bentuk penghargaan terhadap iktikad 
baik para Pemohon yang mengikuti prosedur hukum. Namun, pengajuan 
dispensasi nikah haruslah didasarkan pada keadaan mendesak, seperti 
menghindari zina dan menjaga keturunan yang berkualitas. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menyarankan adanya 
edukasi dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan tujuan syariat Islam. 
Selain itu, Pengadilan Agama perlu menerapkan pendekatan holistik dan 
melakukan monitoring serta evaluasi terhadap perkawinan yang mendapatkan 
dispensasi. Perlindungan dan kesejahteraan anak harus dijamin, dan peningkatan 
kapasitas bagi hakim dan pihak terkait diperlukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu 

sama lain, oleh karena itu Allah swt menciptakan manusia berpasang-

pasangan dikarenakan agar dapat saling melengkapi, agama islam sendiri 

merupakan agama yang menganjurkan pernikahan, karena dengan 

melakukan pernikahan maka perdababan manusia akan terus ada, 

pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh antara dua insan manusia 

dengan tujuan menciptakan kelurga yang bahagia dan kekal. 

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat 

Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu 

rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang 

demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang 

berfikir”. Mawaddah warahmah adalah Anugerah Allah yang diberikan 

kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.1 

Pernikahan negara indonesia memiliki aturan yang di undang-

undangkan, udang-undang tersebut adalah undang-undang perkawinan No 

01 tahun 1974, lahirnya undang-undang tersebut memiliki tujuan agar 

 
1 Wahyu wibsiana, “Pernikahan Dalam Islam,”Jurnal Pendidikan agama islam-ta’lim, 

No.2 Vol.14 (2016):185 
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kedudukan perempuan  dan hak–hak dalam berumah tangga bisa terjamin. 

Dalam undang-undang perkawinan juga terdapat aturan tentang batas usia 

dalam perkawinan yg terdapat pada pasal 7 yang menjelaskan tentang 

perkawinan diizinkan bila pihak laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 

berusia 16 tahun.2 Dalam perkembanganya ketentuan batas usia 

perkawinan diubah melalui Undang –Undang No 16 tahun 2019 

Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974, yang semula batas usia 

perkawinan untuk pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi 

19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.3 

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan 

bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dimaksudkan agar 

tujuan perkawinan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera.  

Namun dalam realitasnya masih banyak pernikahan dibawah umur 

atau yang lebih dikenal nikah muda karena masih banyak terjadi 

perkawinan tersebut dalam praktiknya pengadilan memberikan fasilitas 

permohonan dispensasi pernikahan. Dispensasi nikah merupakan menjadi 

upaya bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan tetapi terbentur 

dengan usia yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan  Undang –

undang No.1 tahun 1974 adanya kebolehan dispensasi nikah dalam pasal 7 

 
2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.pdf 
3 Undang-undang N0.16 tahun 2019.tentang perkawinan.pdf 
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ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan 

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 

cukup. Dalam ayat 2 ini terlihat tidak adanya konsitensi pemerintah dalam 

menangani terjadinya pernikahan dibawah umur, serta didalam penjelasan 

undang-undang tidak ada kejelasan yang mengikat secara hukum dalam 

hal pelaksanaanya sehingga terdapat celah hukum yang dapat dilanggar 

secara yuridis. 

 Pasal 7 terdapat kalimat Frasa “dengan alasan mendesak disertai 

bukti-bukti yang cukup” Penambahan ini sebenarnya bertujuan untuk 

membatasi permohonan dispensasi nikah hanya untuk alasan-alasan yang 

bernar-benar mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti yang 

mendukung4. 

Maksud dari Frasa ini adalah kondisi dimana tidak ada pilihan lain 

dan sangat terpaksa sehingga harus dilaksanakanya perkawinan. Dapat 

disimpulkan kondisi mendesak adalah keadan yang tidak dapat ditunda 

lagi dan tidak ada pilihan lain. 

Berdasarkan Sistim infomasi Penelusaran di Direktori putusan 

terdapat Pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama 

Kajen dari Januari – Agustus 2022 terdapat 156 permohonan yang telah 

 
4 Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin 

Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,”Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata 
Sosial Islam, No.2 Volume 2(2020):149-150 
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diputus dan dikabulkan dengan berbagi alasan.  Berikut dibawah ini tabel 

informasi permohohan dispensasi nikah dan alasan  

 

Tahun Alasan 

Permohonan 

Permohonan 

dikabulkan 

Permohonan 

ditolak 

Januari–Agustus 

2022 

Hamil 

Takut Zina 

Lain-lain 

31 

120 

1 

 

4 

 

 

Berdasarkan tabel diatas terdapat alasan yang paling dominan diantara 

alasan yang lain yaitu alasan dikarenakan takut zina dalam frasanya yang 

dicantumkan dalam permohonan pada perkara nomer 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn 

& 242/Pdt.P/2022/Pa.Kjn.“hubungan antara calon mempelai sudah sangat 

dekat dan akrab, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka 

pemohon ingin menikahkan anaknya”5 

Adapun beberapa permohonan yang berkaitan dengan alasan takut zina 

sebagai berikut: 

1. Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa perkara dispensasi nikah, 

bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang 

terregister dengan nomer perkara 2/Pdt.P/2022/Pa.kjn tangal 3 januari 

2022, dengan dalil sebagai berikut, bahwa para pemohon ingin 

menikahkan anaknya yang bernama SN (usia 18 tahun )dengan calon 

 
5 Direktori putusan Makhamah Agung 
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suaminya yang bernama SB ( usia 18 tahun), Anak pemohon sudah 

memiliki hubungan yang sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan  maka pemohon ingin menikahkanya, bahwa 

pemohon telah datang ke Kua Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan 

hendak ingin menikahkan anaknya tetapi dapat penolakan dari Kua 

dikarenakan usia anaknya masih 18 tahun. Berdasarkan dalil tersebut 

pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan untuk memeriksa 

dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: mengabulkan 

permohonan pemohon, menetapkan izin kepada pemohon untuk 

menikahkan anaknya yang bernama SN (usia 18 tahun) dengan calon 

suami yang bernama SB dan menetapkan biaya perkara kepada 

pemohon. 

2. Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa perkara dispensasi nikah, 

bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang 

terregister dengan nomer perkara 242/Pdt.P/2022/Pa.kjn tangal 20 juni 

2022, dengan dalil sebagai berikut, bahwa para pemohon ingin 

menikahkan anaknya yang bernama NK ( usia 17 tahun )dengan calon 

suaminya yang bernama NC ( usia 18 tahun), Anak pemohon sudah 

memiliki hubungan yang sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan  maka pemohon ingin menikahkanya, bahwa 

pemohon telah datang ke Kua Kec. Bojong Kab.Pekalongan hendak 

ingin menikahkan anaknya tetapi dapat penolakan dari Kua 

dikarenakan usia anaknya masih 18 tahun. Berdasarkan dalil tersebut 
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pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan untuk memeriksa 

dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: mengabulkan 

permohonan pemohon, menetapkan izin kepada pemohon untuk 

menikahkan anaknya yang bernama XXX (usia 18 tahun) dengan 

calon suami yang bernama XXX (usia 18 tahun) dan menetapkan 

biaya perkara kepada pemohon. 

Jika dilihat dalam permohonan seperti itu apakah alasan takut zina 

menjadi alasan yang sangat mendesak sesuai undang-undang perkawinan  

atau tidak, hal ini menjadi sebuah pertanyaan, dikarenakan yang sesuai 

dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dalam undang-udang perkawinan 

disepensasi nikah hanya diperbolehkan dengan alasan yang sangat 

mendesak dan dengan bukti pendukung yang cukup. 

Pembuktian“Alasan mendesak” menjadi poin penting dalam 

pemeriksaan dispensasi nikah. Menurut Muji Hendra, Alasan Mendesak 

adalah suatu keadaan hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat 

ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal 

usia perkawinan, mengingat dampak negatif lebih besar dari pada 

keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi nikah hanya bisa 

dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan 

hakim dan patut diterima.6 

 
6 Ahmad Riza Habibi , Dialekta Pembuktian Alasan Mendesak dalam dispensasi Nikah 

dan korelasinya terhadap kepentingan terbaik bagi anak.Pdf, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-
mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-
oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4 (diakses 09 juli 2023). 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4
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Penulis memilih pengadilan agama kajen dikarenakan setelah adanya 

undang-undang terbaru tentang batasan pernikahan menjadikan banyaknya 

pengajuan permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasan yang 

dikabulkan oleh hakim salah satunya yang paling dominan adalah alasan 

Takut zina, dari penjelasan tersebut apakah alasan zina merupakan alasan 

yang mendesak sesuai undang-undang perkawinan atau tidak, oleh karena 

itu  berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengakat judul 

penelitian “ARGUMENTASI HAKIM DALAM MENGABULKAN 

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN TAKUT 

ZINA (STUDI DI PA KAJEN) 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dimuat, maka rumusan masalahnya 

adalah 

1. Apakah Alasan Menghindari Zina Merupakan Alasan yang Mendesak 

sesuai Undang-undang Perkawinan? 

2. Bagaimana Argumentasi Hukum Hakim dalam Mengabulkan  

Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Zina 

dalam perkara no 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn? 

3. Bagaimana Implikasi dari Pertimbangan Hukum Hakim dalam 

penetapan dispensasi nikah dengan Alasan Menghindari Zina dalam 

perkara no 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn menurut teori 

Maslahah Mursalah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan Menganalisis Apakah Alasan Takut Zina merupakan 

alasan yang mendesak sesuai undang-undang perkawinan. 

2. Menganalisis Argumentasi Hukum Hakim dalam Mengabulkan 

Permohonan Dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina dalam 

perkara no 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn. 

3. Mengetahui Implikasi Hukum dari Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam Penetapan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Zina 

dalam Perkara No 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk mengetahui apakah alasan menghindari zina merupakan 

alasan mendesak sesuai undang-undang perkawinan. 

b. Untuk meganalisis Argumentasi hukum hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan 

menghindari zina 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah wawasan keilmuan dan sumbangsih secara 

praktis di bidang Hukum. 

b. Untuk menambah wawaan keilmuan di bidang hukum bagi 

pembaca dan penulis. 
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E.  Kerangka Teori 

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan 

memberikan ketentuan tersendiri terhadap batas usia seseorang dalam 

melaksanakan pernikahan. Ketentuan ini dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 

perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.7 Dalam 

perkembangannya undang-undang ini mengalami perubahan yang 

tertuang pada undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengubah batasan 

usia menikah menjadi 19 tahun naik pria maupun wanita.8 

Aturan batas usia nikah juga dikuatkan  dalam KHI ( kompilasi huku 

islam) pada pasal 21 yang berbunyi “ untuk kemaslahatan  keluarga dan 

rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan yang mencapi umur  

ditelah ditetapkan pada pasal  7  undnag-undang  no 1 tahun 1974 yakni  

calon suami sekurang-kurangnya  berumur 19 tahun dan wanita 

sekurang-kurangnya 16 tahun “9 

Ketentuan diatas sejalan dengan salah satu prinsip dalam undang- 

undang no 1 tahun 1974 yaitu suami istri harus telah matang jiwa raganya 

utuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan 

yang baik tanpa berkahir di perceraian dan mendapatkan keturunan yang 

baik dan sehat.untuk itu perkaiwinan dibawah umur harus dicegah. 

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah ; 
 

7 Undang- undang no.1 tahun 1974 
8 Undang- undang no 16 tahun 2019 
9 Kompilasi hukum islam pasal 21 
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1. Kebiasaan perkawinan anak atau perkawinana dibawah umur kurang 

dari batasan umur harus dihapuskan, karena akan menambah beban 

dan tanggung jawab orang tua. 

2. Prinsip –prinsip ini juga menunjang terlaksananya program keluarga 

berencana, guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi 

masalah nasional. 

3. Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu mengurangi angka 

kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan 

oleh calon suami istri masih muda, belum mampu bertangung jawab 

sendiri sangat mudah menimbulkan perceraian.  

Meskipun batas usia menikah sudah ditentukan namun dalam 

undang- undang perkawinan memberi kelongaran untuk menyimpang 

dalam aturan tersebut yaitu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat 1. pasal ini ini dapat meminta dispensasi ke 

pengadilan  yang ditunjukan oleh orangtua baik pria maupun wanita. 

Tetapi setelah perubahan batas usia yang tercantum dalam undang-

undang no 16 tahun 2019, pasal 7 ayat 2 ini mengalami perubahan yang 

berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang 

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan 

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.  

Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UU No.35 tahun 2014 

tentang perlindungan anak. dalam undang-undang tersebut dijelaskan  
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bahwa yang dinamakan anak adalah seorang yang berusia  18 tahun. dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan  bahwa untuk seorang yang belum  

berusia 18 tahun seharusnya memeperoleh hak  yaitu hak untuk hidup, 

tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuia dengan  

harkat martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Salah satu hak untuk mendapatkan pendidikan layak 

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2014 

bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai minat 

bakatnya.10 

1. Teori Maslahah 

Dalam bukunaya rachmat syafi’ie yang berjudul ilmu fiqih 

menjelaskan makna arti maslahah secara lebih luas,yaitu suatu 

kemaslahatan yang tidak memiliki  dasar dalil, akan tetapi juga tidak 

ada pembantahnya.11 

Maslahah itu ialah sesuatu yang berkembang berdasarkan 

perkembangan yang terdapat disetiap lingkungan. Megenai 

pembentukan hukum ini, terkandang tampak menguntungkan disuatu 

saat, akan tetapi suatu ketika yang lain justru mendatangkan 

mudharat. Begitu pula disuatu lingkungan terkadang menguntungkan 

tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan yang lain. 

 
10 Undang –undang  No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
11 Racmat syafi’ie, Ilmu ushaul fiqih, (Jakarta ; Prenada media Group,2010).117 
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Dalam Bahasa Arab mengunakan Maslahah dalam arti manfaat 

atau perbuatan dan Pekerjaan yang mendorong serta Mendatangkan 

manfaat untuk manusia.Sedarkan dalam artumum , maslahah 

mempunyai arti sebagai segala sesuatu yang bermanafat bagi 

manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti 

mengasilakan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti 

mengindarkan seperti menolak kemudharatan dan kerusakan. Jadi, 

setiap yang mengandung manfaat dapat dinamakan maslahah, 

walaupun mengandung dua sisi yakni mendatangkan kenaikan dan 

mengdhindarkan kerusakaan disisi lain.12 

2. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang disengketakan, kemudian mencariperaturan undang-

undang yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan 

sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan , dan pertimbangan 

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan 

hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.13 

Ratio Decidendi ialah alasan-alasan hukum yang dipergunakan 

oleh hakim dalam putusanya. Menurut Goodheart ratio decidendi 

inilah yang menunjukan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang 

 
12 Amir syarifudin,Ushul fiqih jilid II, (Jakarta;kencana ,2009).345 
13 Ahmad Rifai, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif,(Jakarta;Sinar 
Grafika,2010).103 
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bersifat perspektif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan-putusan 

yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim 

atau pertimbangan yang dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan 

oleh para pembentuk undang-undang. 

Fungsi Ratio decidendi atau legal reasoning untuk sarana 

mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika 

konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau masyarakat 

dengan pemerintahan terhadapkasus-kasus yang kontrovesi atau 

kontraproduktif.14 

3. Metode Penemuan Hukum 

Menurut Paul Scolthen Penemuan Hukum ialah sesuatu yang 

lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada 

peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi bahwa 

peraturanya harus ditemukan, baik dengan jalan intrepetasi maupun 

dengan analogi ataupun rechtvervining.15 

Sedangkan Menurut Sudikno mertoksuumo penemuan hukum 

adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum 

yang lainya yang diberikan tugas untuk penerapan peraturan hukum 

umum pada peristiwa hukum yang kongkrit. Bisa dikatakan bahwa 

penemuan hukum ialah suatu proses kongkretitasi atau 

 
14 Abraham Amos H.F, Legal opinion teoritisme &Empirisme ,(Jakarta;PT Grafindo 

Persada, 2007).34 
15 Achmad Ali, Menguak tabir Hukum( suatu kajian filosofis dan historis,( 

Jakarta;Chandra pratama,1996)cet.I..95 



14 

individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum 

dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (das sein) tertentu.16 

Sumber penemuan hukum yaitu sumber atau tempat bagi hakim 

dalam menemukan suatu hukum.  Beberapa macam Sumber pemeuan 

hukum; 

a. Sumber penemuan hukum kovensional 

Menurut sudikno mertokusumo sumber hukum 

konvensional merupakan peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin.  

b. Sumber penemuan hukum islam 

Seperti hal nya sumber penemuan hukum konvensional, 

maka dalam sumber hukum penemuan hukum islam juga 

terdapat urutanya sendiri dalam menemukan penemuan 

hukum yaitu Alquran, sunnah (hadis nabi) dan Ijma’.17 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggali informasi dari 

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik 

mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti 

juga menggali informasi dari jurnal maupun skripsi dalam rangka 

mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang 

 
16 Sudikno Mertukusumo dan A. Pilto, Bab –bab tentang penemuan hukum, 

(Yogyakarta;PT Citra Aditya  Bakti,1993).cet 1.4 
17 Sudikno Mertukusumo dan A. Pilto, Bab –bab tentang penemuan hukum, 

(Yogyakarta;PT Citra Aditya  Bakti,1993).cet 1.48 
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berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori 

ilmiah. 

1. Skripsi yang disusun oleh Abdul Ghofar yang berjudul “dispensasi 

Pernikahan usia dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama 

Pemalang N0.17, 020, dan 32 Pdt.p/2010/PA.Pml) Mahasiswa Jurusan 

syariah STAIN Pekalongan tahun 2012. Dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa dispensasi dalam pandangan kesehatan, pernikahan usia dini 

sangat beresiko bagi kematian ibu melahirkan dalam perspektif  islam  

bahwa batasan  usia pernikahan  jika laki-laki dan perempuan sudah 

baligh ditentukan dalam hitungan tahun, maka perkawinan belia 

adalah usia  15 tahun.18 

2. Skripsi yang disusun Oleh Hasriani yang berjudul “Dispensasi 

Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam dikabupaten 

Bantaeng (Studi Kasus Pengadilan Agama  kelas 2  tahun 2013-2015) 

dalam skripsi ini dijelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab 

diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena Faktor Hamil 

sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor 

Pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi 

usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang – 

Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu 

 
18 Abdul Ghofar, “Dispensasi Pernikahan usia dini (Studi kasus  Penetapan pengadilan 

Pemalang No.17,020, dan 32 /pdt.p/2010/Pa.Pml) “ Skripsi ( Pekalongan : Jurusan syariah Stain 
Pekalongan, 2012) 
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berdasarkan maslahat mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak 

yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.19 

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Imamun Zikky tahun 2021 

tentang “ Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina  Dalam Perspektif 

PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  Permohonan 

Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep 

No.95/Pdt.p/2020/Pa.Smp) dalam penelitian ini dijelaskan dispensasi 

kawin dalam perspektif Perma No.5 Tahun 2019 serta Urgensi dan 

tata cara mengadili dispensasi kawin sesuai Perma No.5 Tahun 2019, 

sedangkan dalam penelitian penulis fokus penelitiannya pada Alasan 

Menghindari zina merupakan alasan yang mendesak sesuai undang-

undang perkawinan dan argumentasi hakimnya dalam memutuskan 

permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina.20 

4. Skripsi yang disusun  oleh Nickie Dwi Putri  tahun 2022 tentang “ 

batas usia pernikahan berdasarkan Undang- undang nomor 16 tahun 

2019 tentang perkawinan dan undang- undang nomer 35 tahun 2014 

tentang perlindungan anak (studi kasus kecamatan padang timur)” 

hasil penilitian menyimpulkan tentang faktor –faktor perkawinan 

dibawah umur dan dampak dari perkawinan dibawah umur menurut 

 
19 Hasriani, “Dispensasi Pernikahan dibawah Umur  Pada Masyarakat islam 

dikabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pengadilan Agama  kelas 2  tahun 2013-2015) Skripsi :( 
Makassar : Uin alaudin ,2016) 

20 Muhammad Imamun Zikky “Dispensasi Kawin Akibat Takut zina  Dalam Perspektif 
PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili  Permohonan dispensasi kawin ( analisis 
penetapan Pa Sumenep No.95/Pdt.p/2020/Pa.Smp) Skripsi ; (Jakarta ; Uin Syarif 
Hidayatullah,2021) 
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undang-undang nomer 35 tahun 2014.21 Pada penelitian ini fokus 

objek penelitiannya pada Batas usia anak sedangkan penelitian penulis 

fokus pada Objek penlitiannya pada argumentasi hukum hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi dari alasan menghindari zina. 

5. Jurnal Achmad Bachroni tahun 2019 tentang “Dispensasi  Kawin 

dalam  Tinjauan Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 Junto 

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” 

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi disisi 

lain menjadi solusi secara hukum, namun dirasa tidak mendidik 

generasi penerus dan dikhawatirkan menjadi keluarga yang buruk 

dikarenakan belum siap secara mental dan spiritual.22 Pada penelitian 

ini fokus objek penelitiannya pada substansi dispensasi kawin 

sedangkan penelitian penulis fokus pada Objek penlitiannya pada 

argumentasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi dengan alasan menghindari zina. 

6. Jurnal Fadli Andi Nasif tahun 2018 tentang “Problematika  

Perkawinan Anak ( Perpektif Hukum Islam dan Hukum Posistif ) hasil 

penelitian ini menyimpulkan adanya subtansi perbedaan hukum islam 

dan hukum positif masinng- masing memiliki landasan nash yang 

 
21 Nikie Dwi putri,”batas usia pernikahan berdasarkan UU no 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan dan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak studi kasus kec.padang timur” ( 
Skripsi UIN Andalas,2022)  

22 Achmad bachroni,dispensasi  kawin dalam  tinjauan undang-undang  nomor 23 tahun 
2002 junto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Jurnal transparansi 
Hukum.2019).46 
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menjadi pandangan pembenaranya, selain problematika pada usia 

perkawinan anak  ada dampak negatif dari perkawinan anak yang 

berhubungan dengan ketidakpastian  psikis dan intelektual 

(pemikiran) anak dalam pelaksanaan perkawinan anak dibawah 

umur.23 Pada penelitian ini fokus objek penelitiannya pada 

Problematika perkawinan anak menurut perpektif hukum islam dan 

hukum positif sedangkan penelitian penulis fokus pada Argumentasi 

hukum hakim dalam mengabulkankan dispensasi nikah dengan alasan 

takut zina. 

    Dari penilitian tersebut terdapat perbedaan dalam fokus kajian 

penelitian yang akan diangkat oleh penulis pada apakah alasan takut zina 

merupakan alasan mendesak sesuai undang-undang perkawinan dan 

Argumentasi hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan 

takut zina. 

G. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berlaku 

diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.Penelitian  

normatif  sering disebut peneletian doctrinal yaitu peneitian yang  objek 

 
23 Fadli Andi Nasif ,problematika  perkawinan anak ( perpektif hukum islam dan hukum 

posistif (Jurnal alqadau Peradilan dan Hukum islam.2018)volume 5 no.2.177 
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kajianya  adalah dokumen peraturan perundang–undangan dan bahan 

pustaka.24 

Untuk memperjelas jalannya penelitian ini, maka diuraikan metode 

penelitian sebagai berikut:  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian dari kajian ini adalah putusan-putusan Pengadilan 

Agama tentang dispensasi nikah. Titik tolak penelitian ini adalah 

analisis terhadap dasar penetapan putusan, pendapat dan argumentasi 

hakim dan, peraturan perundang-undangan, buku dan literatur yang 

terkait masalah dispensasi nikah. Adapun peraturan yang dikaji adalah 

peraturan perundang-undangan tentang dispensasi nikah yaitu undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang No.16 

tahun 2019. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 

pertama, Pendekatan Kasus, yaitu dengan cara menelaah perkara -

perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap.25 Khususnya yang berkaitan dengan 

perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen 

 
24  Soejono dan H. Abdurahman , Metode penelitian Hukum ( Jakarta : Riena Cipta,2003).56 

25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, Maret 
2008), Cet. Ke-4, 94. Lihat juga Leopold Pospisil, Antropologi Hukum Sebuah Teori Komporatif, 
(Bandung Penerbit Nusa Media), 16.  
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Kedua, Pendekatan Undang-undang (Statue approach) yang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

terkait dengan dispensasi nikah dalam bentuk penafsiran hukum 

dengan tujuan untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau 

bunyi suatu pasal.26 

Ketiga, Pendekatan konseptual (conceptual approarch) jenis 

pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa peneyelesaian 

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek 

hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan akitanya dengan 

konsep-konsep yang digunakan. 

a. Sumber data  

  Pada penelitian ini penulis mengunakan dua jenis sumber 

data / bahan hukum yang diperlukan yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan primer merupakan bahan yang bersifat autoratif 

yang bersifat meliliki otoritas. Bahan primer yang terdiri dari 

undang-undang, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan 

undang-undang dan putusan hakim. Berdasarkan teori diatas 

primer yang digunakan penulis sebagai berikut 

 
26 A. Ridwan halim , pengantar ilmu hukum  dalam tanya jawab ( Bogor : Penerbit 

Ghalia ; 2005),81. 
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a) Undang –Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

b) Undang –Undang No 16 tahun 2019 Perubahan atas UU 

No.1 Tahun 1974 

c) Kompilasi Hukum Islam 

d) Undang –Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak 

e) Perma No.5 tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili 

Perkara Dispensasi Nikah 

f) Yurisprudensi Mahkamah Agung 

g) Putusan-Putusan Perkara Dispensasi nikah 

2)  Bahan Hukum Sekunder  

Bahan sekunder adalah sumber data pustaka yang 

berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer 

yang masih berhubungan dengan penelitian ini.27 Sumber 

data sekunder meliputi publikasi tentang hukum, buku, 

kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas 

keputusan pengadilan. 

b. Teknik pengumpulan data 

    Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data 

 
27 Bambang waluyo , Penelitian hukum dalam praktek ( Jakarta ; Sinar grafika ; 2004), 51. 
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yang valid. Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti dengan cara melakukan inventarisasi, identifikasi, 

dokumentasi  terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen 

hukum, hasil karya ilmiah dan litelatur yang berasal dari ilmu 

pengetahuan hukum dalam bentuk buku ,artikel, jurnal, dan hasil 

penelitian lain yang kaitanya dengan objek yang dibahas berupa 

putusan permohonan dispensasi nikah dengan alasan takut zina 

dipengadilan agama kajen. Setelah itu bahan hukum diinvenatrisasi 

dan diidentifkasi kemudian dikelompokan untuk mempermudah 

penyusunan analisis. 

c.Teknik analisis data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang 

berupa mlakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelohan data 

yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. 

Analisis data pada penlitian hukum memiliki sifat seperti 

deskriptif, evaluatif dan preskiptif. 28Sifat analisis ini dimaksudkan 

untuk memberikan argumentasi dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

Dengan mengunakan argumentasi hukum, penulis dapat 

memberikan preskipsi atau penilaian mengenai benar atau tidak 

atau apa yang segogyanya menurut hukum terhadap fakta atau 

peristiwa yang terdapat didalam putusan nomor 2/pdt.p/2022/ 
 

28 Mukti fajar Dan Yuliato Ahmad, Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris 
(Yogyakarta; Pustaka pelajar;2010)hlm.183 
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pa.Kjn &242/pdt.p/2022/Pa.kjn. dalam perkara dispensasi nikah 

dengan alasan takut zina dipengadilan Agama Kajen. Karena 

penelitian ini penelitian hukum normatif, maka penulis melakukan 

analisis memperlukan pendekatan. Pendekatan penulis dalam 

mengalisis mengunakan pendekatan undang-undang (statue 

approach) hal ini digunakan peneliti sebagai dasar awal melakukan 

analisis 

H. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab 

yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut:  

Bab I, Merupakan pendahuluan studi ini yang terdiri dari latar 

belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

dan pembatasan masalah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, 

signifikansi penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian 

serta sistematika penulisan yang berisi tentang uraian masing-masing bab. 

Semua penjelasan tersebut akan memberikan gambaran secara umum dari 

penelitian ini.  

Bab II, Landasan Teoritik dan Koseptual Menjelaskan tentang 

dispensasi nikah dalam kajian normatif, diantaranya dalam teori konsep 

dasar perkawinan, zina dalam islam ,Undang-Undang tentang 

perkawinanan, Perma No.5 tahun 2019 tentang tata cara mengadili 
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dispensasi nikah Selanjutnya dijelaskan pula tentang teori-teori yang 

menjadi dasar putusan hakim yaitu, teori maslahah, teori ratio decidendi, 

teori metode penemuan hukum.  

Bab III, Gambaran Umum perkara Dispensasi kawin Profil;Kasus 

posisi dan Ratio decidendi nomor perkara 2/Pdt.P/2022/Pa.kjn &nomor 

perkara 242/Pdt.P/2022/Pa.kjn. 

Bab IV, Analisis Menghindari Zina dalam Permohoanan dispensasi di 

Pa kajen merupakan analisis tentang penetapan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Kajen, diantaranya menjelaskan penetapan putusan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen yang kemudian dianalisis 

dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 analisis 

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pendekatan Teori Hukum. Pada akhir 

pembahasan bab ini dijabarkan pula solusi atas permasalahan dispensasi 

nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama kajen.  

Bab V Penutup, yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan tersebut merupakan temuan yang diperoleh dari 

penelitian dengan memfokuskan pada jawaban atas rumusan permasalahan 

penelitian. Saran diberikan penulis setelah memperoleh temuan dari 

penelitian yang dilakukan untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Alasan takut zina belum bisa disebut alasan mendesak karena bisa saja 

alasan ini digunakan orang tua untuk mengada-adakan supaya terkesan 

mendesak, padahal menikah bukan menjadi satu-satunya solusi dalam 

mengindari perzinahan, ada banyak langkah preventif lainya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah perzinahaan. Karena dalam surat al isra ada 

kalimat “ la taqrobu..” yang artinya perintah untuk menghindari segala 

sesuatu yang dapat mengarahkan manusia melakukan perbuatan zina, 

Karena itu islam memberikan cara untuk menghindari perbuatan zina 

Seperti dengan orang tua memberikan pengawasan dan memberikan 

pendidikan seks kepada anak agar anak tau batasan dalam bergaul, 

perintah untuk menjaga pandangan berpuasa serta tidak berkhalwat. 

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan 

alasan menghindari zina mempertimbangkan beberapa pendekatan 

penafsiran hukum, termasuk teleologis, sistematis, substantif, dan historis. 

Dalam kasus ini, hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak para 

Pemohon karena mereka telah menyajikan alasan yang cukup, seperti 

kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan dukungan psikis-

sosial dari keluarga dan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan 

tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan yang berkualitas secara sah. 

Selain itu, hakim menyimpulkan bahwa usia kawin 19 tahun bukan 
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ketentuan prinsip yang bersifat tasyri'i, melainkan tuntunan 

penyempurnaan yang bersifat ijtihadiy. Oleh karena itu, permohonan 

dispensasi nikah dapat dikabulkan sebagai bentuk penghormatan terhadap 

iktikad baik para Pemohon yang mengikuti prosedur hukum. 

B. Saran  

1. Edukasi dan Sosialisasi: Pihak-pihak terkait, termasuk Kantor Urusan 

Agama, Pengadilan Agama, dan masyarakat, perlu melakukan edukasi 

dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum terkait usia kawin, tujuan 

syariat Islam dalam perkawinan, serta pentingnya menahan diri dari 

perbuatan zina sebelum menikah. Edukasi yang tepat dapat membantu 

masyarakat memahami pentingnya mematuhi hukum dan menghormati 

norma agama. 

2. Pendekatan Holistik: Pengadilan Agama perlu menerapkan pendekatan 

holistik dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah. Selain mengkaji 

aspek legal formal, hakim juga perlu memahami konteks sosial, 

psikologis, dan ekonomi dari permohonan tersebut untuk memastikan 

keputusan yang diambil benar-benar tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

pihak-pihak terlibat. 

3. Monitoring dan Evaluasi: Setelah diberikan dispensasi nikah, perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkawinan yang 

mendapatkan izin khusus ini. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan 

bahwa perkawinan tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan 

dampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama anak Pemohon. 
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4. Perlindungan Anak: Meskipun diberikan dispensasi nikah, penting 

untuk tetap memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Pengadilan 

Agama perlu memastikan bahwa anak yang menikah dalam dispensasi 

tetap mendapatkan pendidikan dan perlindungan sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Anak. 

5. Peningkatan Kapasitas: Hakim dan pihak terkait di Pengadilan Agama 

perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam memahami dan menangani 

kasus-kasus dispensasi nikah. Peningkatan kapasitas ini dapat membantu 

memastikan penanganan kasus-kasus semacam ini berdasarkan hukum 

dan etika yang tepat 
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